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Abstrak 
Implementasi Program Keluarga Berencana Dalam Menekan Laju 
Pertumbuhan Penduduk. Tujuan dari penelitan ini adalah Untuk mengetahui 
bagaimana implementasi program Keluarga Berencana dalam menekan laju 
tingkat pertumbuhan penduduk dalam megatasi jarak angka kelahiran. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Lokasi penelitian di Kampung 
Urumb Distrik Semangga Kabupaten Merauke, Jenis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, sedangkan teknik 
pengumpulan data berupa observasi dan wawancara dengan informan 
dengan teknik analisis data yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi program 
keluarga berencana dalam menekan tingkat pertumbuhan penduduk belum 
maksimal diterapkan. Hal ini terlihat sejak diberlakukan program tersebut 
masih banyak masyarakat khususnya ibu-ibu yang realif muda yakni ada 18-
19 yang melahirkan anak karena menikah usia muda yang seharusnya usia 
kelahiran bagi seorang ibu yakni 20 sampai 30 tahun dan juga jarak 
kelahiran anak yang terjadi rata-rata 2 tahun lebih pada hal secara ideal 
dengan adanya program ini menghendaki jarak kelahiran anak paling 
minimal 3 tahun. Disisi lain jumlah anak dari masing-masing ibu melebihi apa 
yang diharapkan dalam program ini yakni 2 orang anak saja, namun yang 
terjadi jumlah anak yakni 4 sampai 5 orang anak. Hal ini disebabkan 
minimnya sosialisasi dari instansi terkait untuk menekan laju pertumbuhan 
penduduk sehingga mengakibatkan pengetahuan masyarakat akan keluarga 
berancana sangat kurang. 
Kata kunci : Implementasi Program; Keluarga Berencana 
 
Pendahuluan 
Indonesia merupakan negara besar yang terdiri atas pulau-pulau yang 
membentang luas dari Sabang sampai Merauke. Walaupun luas negara ini 
semakin padat yang dihuni oleh penduduk yang tersebar di seluruh pelosok 
negeri. Indonesia merupakan negara yang berada pada urutan ke-4 yang memiliki 
jumlah 255,993,674 jiwa penduduk terbesar di dunia setelah Cina, India dan 
Amerika. Setiap tahunnya jumlah penduduk Indonesia terus bertambah dan 
tingkat pertumbuhan penduduk di negara kita masih termasuk tinggi. 
Penduduk yang sangat banyak dan terus bertambah  tersebut ternyata 
sangat berdampak terhadap masalah sosial di Indonesia. Sebagai negara 
berkembang, kondisi ekonomi Indonesia belum stabil seperti negara maju lainnya 
sehingga pembangunan di negara kita inipun belum bisa dikatakan merata dan 
sempurna. Hal tersebut disebabkan karena taraf ekonomi yang rendah sedangkan 
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laju pertumbuhan penduduknya tinggi yang menyebabkan rakyatnya belum dapat 
dikatakan sejahtera apabila tekanan masalah kependudukan terus meningkat 
yang menyebabkan banyak negara (pemerintahan) yang menghadapi kesulitan 
dalam menyediakan kebutuhan dasar penduduk seperti pangan, sandang, papan 
dan pekerjaan serta pendapatan rakyat. Misalnya saja masalah ekonomi yang 
disebabkan oleh karena pengangguran, karena tingginya laju pertumbuhan 
penduduk namun kurangnya lapangan pekerjaan yang ada dan semakin tingginya 
tingkat persaingan di dunia kerja, maka mengakibatkan banyak  terjadi 
pengangguran baik di ibukota maupun di kota-kota besar lainnya. 
Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tersebut bila tidak diimbangi dengan 
pertumbuhan ekonomi tinggi untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk, maka 
tingkat pendapatan rendah akan menyebabkan bertambahnya pengangguran, 
kemiskinan, dan keterbelakangan masyarakat atau negara. Demikian yang dialami 
Indonesia, pengangguran masih saja menjadi masalah sosial yang tak kunjung 
hilang. Pengangguran memang akan berdampak pada tingkat kesejahteraan 
masyarakat yaitu pada masalah kemiskinan. Bagi keluarga yang kurang mampu 
tentunya akan kesulitan bila kepala keluarga merupakan pengangguran ataupun 
penghasilan kepala keluarga sangat minim karena pada kenyataannya, rata-rata 
mereka yang memiliki anak yang banyak tentunya akan membebani keluarga 
tersebut dalam membiayai kebutuhan kehidupan semua anggota keluarga. 
Semakin banyak anggota keluarga dalam suatu rumah maka beban tanggungan 
atas biaya hidupnya akan semakin besar pula. Selain itu kemampuan ekonomi 
yang kurang akan menyulitkan dalam pemenuhan kebutuhan biaya pendidikan 
anak yang semakin meningkat sehingga akan sulit untuk mewujudkan keluarga 
berkualitas yang hidup dalam lingkungan sehat. 
Berdasarkan atas masalah tersebut, maka pemerintah mencari suatu solusi 
untuk lebih meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi 
yaitu dengan cara menekan laju pertumbuhan penduduk melalui pengendalian 
angka kelahiran. (Gunawan, Felix 2009) Program KB ini Pemerintah terus 
mengupayakan untuk dapat menekan laju pertumbuhan penduduk yang dalam hal 
ini yaitu mengurangi angka kelahiran. Sehingga penduduk akan tumbuh seimbang 
serta terwujudnya penduduk dan keluarga berkualitas yang mana pembangunan 
akan dirasakan merata oleh penduduk dan mencapai masyarakat yang adil dan 
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makmur. Sehingga program KB ini gencar disosialisasikan pemerintah dengan 
maksud agar masyarakat dapat mengikuti program tersebut untuk mendukung 
pemerintah dalam menekan tingkat pertumbuhan penduduk. (Merauke Badan 
Pusat Statistik Kabupaten 2017) Keluarga berencana  kampung urumb di tahun 
2009 s/d 2013 mencapai 9,84,10,93,7,75,14,526, dan 16,85. maka dapat 
disimpulkan bahwa jumlah keluarga berencana yang sedikit di tahun 2011 
mencapai 7,75. sedangkan jumlah keluarga berencana yang lebih banyak ditahun 
2013 mencapai 16,85. 
Permasalahan lain yang ditemukan bahwa daerah tersebut hampir 
seluruhnya dihuni oleh orang asli papua dan sebagian kecil orang pendatang. 
Sebagian besar mata pencaharian penduduk Kampung Urumb adalah petani dan 
nelayan. Hal itu disebabkan karena daerah tersebut memiliki pantai yang 
menyimpan banyak potensi ikan sehingga banyak masyarakat yang bekerja 
sebagai nelayan untuk menghidupi keluarga mereka.  Kemudian masyarakat juga 
biasanya menanam tanaman yang dapat dijual untuk menambah penghasilan 
keluarga demi membiayai hidup mereka. Namun penghasilan tersebut tidak 
menentu karena tidak setiap hari mereka bisa mendapatkan ikan dan tidak setiap 
hari pula mereka bisa menjual hasil kebun mereka. Dengan penghasilan yang 
tidak tetap, maka akan ikut mempengaruhi keadaan ekonomi keluarga. Selain 
untuk biaya kebutuhan sehari-hari, orang tua juga harus membiayai sekolah anak-
anak mereka.  
Temuan Pengamatan, rata-rata masyarakat di Urumb memiliki anak lebih 
dari 2, dengan kata lain tidak termasuk dalam program Keluarga Berencana. 
Selain itu jarak kelahiran anak yang sangat dekat seakan membuka peluang untuk 
memiliki banyak anak. Bagi keluarga yang memiliki 2 anak saja atau bagi keluarga 
kecil tentunya tidak terlalu sulit dalam menafkai keluarga dan membiayai sekolah 
anak-anak mereka meskipun dengan kondisi ekonomi yang menengah ke bawah 
karena tanggungan mereka tidaklah banyak. Namun bagi keluarga yang memiliki 
banyak anak pastinya juga akan membutuhkan biaya yang banyak pula demi 
membiayai kehidupan mereka serta biaya sekolah anak-anak mereka dan 
memang ditemukan ada orang tua yang mengeluh karena tidak mampu 
membiayai sekolah anak mereka. Sehingga tidaklah heran bila ada banyak anak-
anak usia sekolah di Kampung Urumb yang tidak bersekolah karena orang tua 
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tidak mampu membiayai sekolah anaknya. Kemudian ditemukan ada yang dalam 
sebuah rumah terdapat 2 sampai 3 kepala keluarga. Bila dibandingkan dengan 
kondisi ekonomi keluarga tersebut maka hal ini tentunya tidaklah sepadan yang 
akan menimbulkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sandang, papan dan 
terlebih kebutuhan pangan demi tercapainya kecukupan gizi keluarga yang dapat 
berakibat pada gizi buruk. Selain itu ditemukan pula wanita yang menikah di usia 
masih muda yang menyebabkan mereka pun melahirkan di usia muda. 
Sedangkan program KB menganjurkan untuk pendewasaan usia perkawinan yaitu 
tidak kurang dari 20 tahun. 
Oleh karena itu ada baiknya bila keluarga-keluarga yang ada di Kampung 
Urumb juga mengikuti program KB, dimana melalui program KB ini pasangan 
suami istri bisa merencanakan dengan baik jumlah anak dan jarak kehamilan 
seperti menurut WHO Expert Commite, 1970, yaitu tindakan yang membantu 
individu/pasangan suami istri untuk: mendapatkan objektif-objektif tertentu, 
menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mengatur interval di antara 
kehamilan dan menentukan jumlah anak dalam keluarga. Tujuan kajian ini Untuk 
mengetahui bagaimana implementasi program Keluarga Berencana dalam 
menekan laju tingkat pertumbuhan penduduk dalam megatasi jarak angka 
kelahiran. 
Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sedangkan untuk jenis 
penelitian yaitu menggunakan deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan 
keadaan yang sebenarnya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.(Sugiono, 2008) 
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yaitu: 
Data Reduction (Reduksi Data), Data Display (Penyajian Data), Conclusions 
Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan/verifikasi). 
Hasil Dan Pembahasan  
(Dunn 2003) diungkapkan Implementasi  kebijakan publik sebagai  tindakan 
– tindakan dalam  keputusan – keputusan sebelumnya.  Tindakan – tindakan  ini  
mencakup  usaha – usaha   untuk  mengubah  keputusan – keputusan  menjadi  
tindakan – tindakan  operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam 
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rangka melanjutkan usaha – usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil 
yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh 
organisasi publik yang diarahkan untuk  mencapai tujuan – tujuan  yang telah 
ditetapkan Van meter dan Van Horn(Winarno, 2008). 
Dalam hal ini ada beberapa model implementasi, diantaranya : 
1) Model Grindle 
Model yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle berfokus pada isi 
kebijakan dan konteks implementasinya.  
Adapun isi dari kebijakan yaitu: 
a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan; 
b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan; 
c. Derajat perubahan yang diinginkan; 
d. Kedudukan pembuat kebijakan;  
e. Pelaksana program; 
f. Sumber daya yang dikerahkan. 
Sedangkan konteks implementasi, yaitu: 
a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi actor yang terlibat; 
b. Karakteristik lembaga dan penguasa; 
c. Kepatuhan dan daya tanggap. 
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Menurut (Yetti Anggraeni Martini, 2012) Di Indonesia sendiri program KB 
mulai masuk pada tahun 1957 yang ditandai dengan didirikannya perkumpulan 
Keluarga Berencana (PKB) dengan alasan masalah kependudukan. Namun pada 
saat itu KB masih dianggap belum terlalu penting. Begitu masuk ke zaman oerde 
baru, KB sudah mendapat perhatian dari pemerintah. Kemudian pada tahun 1970 
yaitu tepatnya 29 Juni 1970 yang diperingati sebagai Hari keluarga Nasional, 
maka KB resmi menjadi program pemerintah. Program Keluarga Berencana 
adalah sebuah kebijakan dimana tujuannya adalah untuk menekan laju 
pertumbuhan penduduk dan juga pemerataan perekonomian di Indonesia. 
[6]Selain itu Tujuan umum adalah membentuk keluarga kecil sesuai dengan 
kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga dengan cara pengaturan kelahiran anak, 
agar diperoleh suatu keluarga bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi 
kebutuhan hidupnya. Kesimpulan dari tujuan program KB adalah memperbaiki 
kesehatan dan kesejahteraan ibu, anak, keluarga dan bangsa. Mengurangi angka 
kelahiran untuk menaikkan taraf hidup rakyat dan bangsa, memenuhi permintaan 
masyarakat akan pelayanan KB dan KR yang berkualitas, termasuk upaya-upaya 
menurunkan angka kematiaan ibu, bayi dan anak serta penanggulangan masalah 
kesehatan reproduksi. 
Kondisi Ekonomi, Sosial Dan Budaya Kampung Urumb merupakan kampung 
yang sebagian besar dihuni oleh masyarakat asli papua dan sebagian kecil adalah 
masyarakat pendatang(Merauke Badan Pusat Statistik Kabupaten, 2017). Adapun 
masyarakat pendatang tersebut  antara lain suku Ambon, Kei, Jawa, dan Bugis-
Makassar. Rata-rata masyarakat di kampung ini sebagian besar memiliki mata 
pencaharian yaitu sebagai petani dan nelayan, dimana kampung ini memang 
sangat berdekatan dengan pantai yang menyebabkan banyak penduduk yang 
bekerja  sebagai nelayan untuk mencari nafkah. Begitupun dengan pertanian, di 
kampung ini tanahnya subur sehingga masyarakat senang bertani. Selain itu juga 
ada areal persawahan yang digunakan masyarakat untuk menanam padi. Selain 
padi, hasil kebun masyarakat antara lain kelapa, pisang, sagu, dan umbi-umbian. 
Hasil kebun itulah yang akan mereka jual ke kota agar dapat menghasilkan uang 
untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Data penduduk Kampung Urumb 
berdasarkan mata pencaharian. 
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Dalam undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 dikatakan bahwa Keluarga 
Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal 
melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi,  perlindungan, dan bantuan 
sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan  keluarga yang berkualitas. 
Kemudian dikatakan pula, Pengaturan kehamilan adalah upaya untuk membantu 
pasangan suami istri untuk melahirkan pada usia yang ideal, memiliki jumlah anak 
dan mengatur jarak kelahiran anak yang ideal dengan menggunakan cara, alat, 
dan obat kontrasepsi.  Dari pengertian tersebut di atas maka dapat disimpulkan 
ada hal penting yang terkandung dalam program keluarga berencana yaitu 
sebagai berikut. Sesuai anjuran, usia ideal untuk melahirkan bagi perempuan yaitu 
sebaiknya paling muda 20 tahun dan paling tua setidaknya 30 tahun. Hal ini perlu 
diketahui untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan buruk yang mungkin 
dapat terjadi apabila seorang ibu melahirkan pada usia yang terlalu muda ataupun 
terlalu tua.  Dari sisi kesehatan juga sangat berpengaruh. Misalnya bisa terjadi 
perdarahan dan kecacatan bagi pertumbuhan janin bila melahirkan di usia terlalu 
muda, karena alat-alat reproduksi yang dimilikinya belum siap. Kemudian 
begitupun ketika melahirkan di usia yang terlalu tua sebaiknya dihindari karena 
kemampuan untuk melahirkan sudah berkurang yang juga akan berpengaruh 
pada kondisi kesehatan ibu. Kondisi ekonomi dan sosial masyarakat, juga ikut 
berpengaruh pada keberhasilan program KB di Kampung Urumb. Dikatakan 
bahwa tingkat pendidikan masyarakat akan berpengaruh pada tingkat 
pemahaman masyarakat terhadap pentingnya KB tersebut. Kendala yang 
dihadapi dalam mengimplementasikan suatu kebijakan yaitu termasuk tingkat 
pendidikan masyarakat yang masih rendah. Orang-orang yang tingkat 
pendidikannya rendah tentu akan sedikit sulit memahami akan isi dan maksud dari 
suatu kebijakan. Mereka kurang mampu untuk memahami secara baik pentingnya 
program KB dalam kehidupan mereka. Berbeda dengan mereka yang sudah 
berpendidikan tinggi. Mereka akan lebih mudah untuk memahami akan pentingnya 
program KB untuk kehidupan mereka sehingga mereka akan menganggap KB 
sebagai suatu kebutuhan yang sangat penting untuk keluarga mereka. 
Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat menyebabkan kesulitan dalam 
pemahaman akan  atau tujuan dari kebijakan yang diberikan pada mereka. 
Terbukti setiap dilakukan sosialisasi banyak masyarakat yang tidak bisa langsung 
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memahami apa tujuan dari kebijakan yang diberikan oleh pemerintah kepada 
mereka. Sehingga dengan keadaan demikian masyarakat tidak hanya cukup 
sekali saja diberikan pemahaman melainkan perlu berkali-kali dan diberikan 
pemahaman terus menerus agar tujuan dari program tersebut bisa benar-benar 
dipahami oleh masyarakat yang memang tingkat pemahamannya masih rendah. 
Kesimpulan 
Implementasi program keluarga berencana dalam menekan tingkat 
pertumbuhan penduduk belum maksimal diterapkan. Ini terlihat sejak adanya 
program tersebut masih banyak pernikahan yang realif muda yakni ada 18-19. 
Secara ilmu kesehatan bahwa menikah diusia muda memiliki banyak resiko 
kesehatan, diantaranya adalah tingkat kematian ibu dan anak. Karena menikah 
usia muda yang seharusnya usia kelahiran bagi seorang ibu yakni 20 sampai 30 
tahun dan juga jarak kelahiran anak yang terjadi rata-rata 2 tahun lebih pada hal 
secara ideal dengan adanya program ini menghendaki jarak kelahiran anak paling 
minimal 3 tahun. Disisi lain jumlah anak dari masing-masing ibu melebihi apa yang 
diharapkan dalam program ini yakni 2 orang anak saja, namun yang terjadi jumlah 
anak yakni 4 sampai 5 orang anak. Hal ini disebabkan minimnya sosialisasi dari 
instansi terkait untuk menekan laju pertumbuhan penduduk sehingga 
mengakibatkan pengetahuan masyarakat akan keluarga berancana sangat 
kurang. 
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